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Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha 

Esa, berkat izin-Nya Buku Saku Kelompok Masyarakat 

Pengawas (Pokmaswas) dapat diselesaikan dengan baik. 

Buku saku ini merupakan pedoman bagi Pokmaswas dalam 

membantu pelaksanaan tugas-fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan 

perikanan di Provinsi Lampung dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat 

(Siswasmas) dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Pokmaswas di 

Provinsi Lampung.

Peran aktif Pokmaswas diperlukan dalam mengawasi sumber daya kelautan dan 

perikanan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat selaku pelaku utama 

dan pelaku usaha dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. 

Peran Pokmaswas sangat penting sebagai ujung tombak dalam rangka sistem 

pengawasan masyarakat. Dengan demikian, rekan-rekan Pokmaswas menjadi salah 

satu pelaksana pengawasan di tingkat lapangan sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah, mengingat banyaknya potensi pelanggaran yang terjadi di kabupaten/

kota yang jauh dari pemantauan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Kehadiran naskah buku ini menjadi sebuah referensi baru dengan telah 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja 

memberikan paradigma baru terhadap tata cara pengawasan dan upaya penegakan 

hukum dengan pendekatan restorative justice yaitu penerapan sanksi dengan 

memprioritaskan perbaikan atas kerusakan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Environmental 

Defense Fund (EDF) Indonesia dan semua pihak yang telah terlibat 

dan membantu mencurahkan segala pemikiran dan tenaganya dalam 

penyusunan buku saku Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) ini. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan tugas di lapangan bagi Pokmaswas dan stakeholder terkait lainnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 

Ir. Liza Derni, M.M.
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Provinsi Lampung dengan panjang pantai 1.182 km, serta jumlah pulau 

kecil sebanyak 132 buah, 2 buah teluk, potensi penangkapan ikan laut 

380.000 ton/tahun dan beberapa sungai besar seperti Sungai Tulang 

Bawang dan Sungai Mesuji, memiliki potensi kelautan dan perikanan 

yang cukup besar, mulai dari perikanan budidaya, perikanan tangkap, 

dan jasa kelautan lainnya. Potensi besar ini berbanding lurus dengan 

semakin meningkatnya pelanggaran perikanan yang terjadi. Salah 

satunya aktivitas destructive fishing atau menangkap ikan dengan cara 

merusak seperti bom ikan, potasium dan penyetruman, praktik illegal 

fishing, perusakan kawasan konservasi, serta kegiatan pemanfaatan 

ruang laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya aktivitas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu 

diiringi dengan peningkatan upaya pengawasan yang dilakukan baik yang 

bersifat represif dan pengawasan yang bersifat preventif. Pengawasan 

represif merupakan upaya penindakan yang dilakukan oleh pengawas 

perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 

Kecil (PWP3K) bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan 

penertiban kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan setelah upaya-

upaya penyadartahuan sudah tidak bisa berjalan secara efektif. Pengawasan 

yang bersifat preventif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan 

pendekatan pemberian edukasi, himbauan, sosialisasi, dan penyadartahuan 

kepada masyarakat dengan harapan meminimalisir peluang masyarakat 

untuk berurusan dengan hukum akibat pelanggaran yang dilakukan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (UUCK) pada tanggal 2 November 2020, nuansa baru bagi 

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum 

Indonesia sangat terlihat. Pendekatan yang digunakan dalam UUCK adalah 

pendekatan risk-based monitoring atau pemantauan berbasis risiko. 

Asas-asas yang terdapat dalam UUCK meliputi asas pemerataan hak, 
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kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. 

Hal ini sejalan dengan asas pengelolaan perikanan yang terdapat pada 

Undang-Undang Perikanan yaitu manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, 

keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. 

Upaya pengawasan secara preventif dapat dilakukan oleh Kelompok 

Masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang kesehariannya sebagai 

pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. 

Pelibatan Pokmaswas merupakan Amanah Undang-Undang nomor 31 

tahun 2004 pada pasal 67 bahwa masyarakat baik sebagai individu 

maupun kelompok dapat ikut serta dalam pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan yang tergabung dalam sistem pengawasan 

berbasis masyarakat (Siswasmas) yaitu sistem pengawasan sumber 

daya kelautan dan perikanan yang melibatkan peran aktif masyarakat 

(yang mengakui tradisi atau budaya setempat yang ramah lingkungan) 

untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Keterlibatan Pokmaswas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan 

perikanan sangat penting sebagai salah satu bagian dari pengawasan 

terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP). Selain menjadi mata dan telinga dalam pelaksanaan pengawasan, 

Pokmaswas ini juga diharapkan mampu menjadi duta dan penyampai pesan 

pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Tugas dan fungsi pengawasan yang diemban oleh Pokmaswas dalam 

rangka membantu pemerintah guna berjalannya pengawasan secara 

efektif tentu memerlukan pengembangan kapasitas, pemahaman tata cara 

pengawasan, serta objek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 

maka diperlukan buku saku Pokmaswas sehingga dapat membantu 

dan memberikan pedoman bagi seluruh anggota Pokmaswas dalam 

melakukan tugas pengawasan di wilayah yang menjadi kewenangannya.
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2.1 Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat

Siswasmas adalah Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) 

yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan 

mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan 

perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara 

berkelanjutan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/2001).

Mengacu pada Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 Pasal 67, 

masyarakat baik individu maupun kelompok dapat diikutsertakan oleh 

pemerintah dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengertian 

Siswasmas

Anggota Pokmaswas Sungai Burung menanam mangrove. Foto: Samsuddin
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2.2 Peran serta Masyarakat dalam Siswasmas

Peran serta masyarakat dalam Siswasmas diakui oleh pemerintah melalui: 

Tidak main hakim sendiri

Tidak boleh main hakim sendiri 

dan selalu mengarahkan kepada 

proses hukum.

Patuh terhadap aturan 

perundang-undangan

Mematuhi aturan perundang-

undangan dalam pengelolaan 

sumber daya kelautan dan 

perikanan.

Bantu sosialisasi aturan

Membantu sosialisasi aturan 

agar masyarakat patuh 

terhadap aturan.

Laporkan pencemaran atau 

perusakan sumber daya

Melaporkan tindakan dugaan 

pencemaran atau perusakan 

sumber daya kelautan dan 

perikanan.

Laporkan kegiatan yang 

membahayakan masyarakat & 

sumber daya

Melaporkan kegiatan yang 

membahayakan atau menimbulkan 

kerugian bagi masyarakat dan 

kelestarian sumber daya.

Dukung penegakan hukum

Mendukung Pokmaswas 

dan penegak hukum dalam 

pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan.

Memberikan keterangan dan 

menjadi saksi

Bersedia memberikan 

keterangan atau bersaksi dalam 

perkara penegakan hukum tindak 

pidana perikanan.

Peran serta masyarakat 

dalam Siswasmas adalah 

sebagai berikut:

1 KepMenKP 

No. 58 Tahun 

2001 tentang 

Siswasmas.

2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

No.40 Tahun 2014 tentang Peran Serta 

Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 9 ayat 1 dan 2.

4
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2.3  Penerapan Siswasmas di Provinsi 

Lampung

Dalam rangka penerapan Siswasmas di 

Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi telah 

mengeluarkan beberapa peraturan untuk 

menjamin Sistem Pengawasan Berbasis 

Masyarakat berjalan dengan baik. Beberapa 

pengaturan yang telah dilaksanakan di Provinsi 

Lampung dalam penerapan Siswasmas, adalah:

a. Surat Keputusan Gubernur Lampung

Nomor: G/855/V.19/HK/2019 tentang

Forum Koordinasi Penanganan

Tindak Pidana Bidang Kelautan

dan Perikanan Provinsi Lampung;

b. Surat Keputusan Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi

Lampung No: 523/044/ V.19-

PSDKP.2/2022 tentang Perubahan

Pembentukan Kelompok Masyarakat

Pengawas di Bidang Kelautan

dan Perikanan Provinsi Lampung;

c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Lampung

Nomor: 523/1074/V.19- PSDKP.2/2020

tentang Pembentukan Forum

Koordinasi Kelompok Masyarakat

Pengawas Perikanan Provinsi Lampung;

d. Surat Keputusan Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi

Lampung Nomor: 523/016/V.19- 

PSDKP.2/2021 tentang Pembina 

Kelompok Masyarakat Pengawas 

Perikanan Provinsi Lampung;

PEngERTIAn SISwASMAS 5

Anggota Pokmaswas Mega Buana, Desa 

Sungai Burung, Kabupaten Tulang Bawang, 

sedang melakukan pengawasan terhadap 

kapal penangkap ikan. Foto: Samsudin Soetta.
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3.1 Pengertian Pokmaswas

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah komponen masyarakat 

yang membentuk kelompok dan ikut serta membantu melakukan pengawasan 

sumber daya kelautan dan perikanan di tingkat lapangan dengan melaksanakan 

prinsip 3M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan) yang ditunjuk, 

dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab 

di bidang kelautan dan perikanan (Perdirjen PSDKP No. 5 tahun 2021).

03
Kelompok Masyarakat

Pengawas (Pokmaswas)

Tim Pengawasan DKP Provinsi Lampung sedang berdiskusi dengan anggota 

Pokmaswas. Foto: DKP Provinsi Lampung

Melihat/Mendengar Mencatat Melaporkan
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3.2 Kriteria Objek Pengawasan Pokmaswas

Objek pengawasan Pokmaswas dibagi menjadi 2, yaitu:

1 Pengawasan sumber daya perikanan, meliputi pengawasan terhadap:

a. Kapal perikanan: alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan

ikan.

b. Pembudidayaan ikan: membantu mengawasi pembudidayaan ikan

termasuk penggunaan pakan ikan dan/atau obat ikan dan bahan

kimia lainnya yang dilarang.

c. Pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran: membantu mengawasi

pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil perikanan terkait

indikasi penggunaan bahan tambahan yang dilarang pada ikan.

d. Distribusi hasil perikanan.

2 Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, meliputi pengawasan 

terhadap:

a. Ekosistem perairan dan/atau kawasan konservasi: membantu

pengawasan terhadap ekosistem perairan dan/atau kawasan

konservasi.

b. Kegiatan destructive fishing: pengeboman ikan, penggunaan racun

pada ikan, dan setrum.

c. Pemanfaatan ruang laut: pasir laut, garam, reklamasi, wisata tirta,

ikan dilindungi, pipa kabel bawah laut, biofarmakologi, pemanfaatan

air laut selain energi, bioteknologi, pengangkatan BMKT, wisata alam

kawasan konservasi, pulau-pulau kecil.

d. Pencemaran perairan: membantu pengawasan adanya pencemaran

perairan dari limbah industri, sampah, dan limbah kapal.

e. Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT): membantu mengawasi

muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah.
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3.3  Prinsip Pembentukan 

Pokmaswas

Pokmaswas dibentuk atas inisiatif 

masyarakat secara mandiri dengan 

prinsip kesukarelaan dan dibantu 

oleh pemerintah sebagai fasilitator.

3.4 Keanggotaan 

Pokmaswas

Anggota Pokmaswas merupakan 

bagian dari anggota masyarakat 

yang dapat berasal dari tokoh 

masyarakat, tokoh agama, 

tokoh adat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), nelayan, 

perwakilan perempuan, perwakilan 

pemuda, pembudidaya ikan, 

serta masyarakat maritim 

lainnya termasuk nelayan 

yang menjadi Anak Buah 

Kapal (ABK) penangkap ikan.

Keanggotaan Pokmaswas berakhir 

apabila anggota:

a. Mengundurkan diri;

b. Meninggal dunia;

c. Diberhentikan.

Pemberhentian anggota

Pokmaswas dilakukan

apabila anggota

melakukan tindak pidana

di bidang kelautan dan

perikanan atau melanggar

tata tertib organisasi yang

disepakati.

Proses kunjungan pembelajaran DKP Provinsi Lampung 

dan Pengorganisir Masyarakat KPPRB ke Pokmaswas  

Mina Jaladri, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.  

Foto: Guswarman/ EDF.

DKP Provinsi Lampung bersama stakeholder terkait 

mengadakan kegiatan pengawasan pencemaran pesisir 

pantai. Foto: DKP Provinsi Lampung
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3.5 Pembentukan Pokmaswas

Anggota masyarakat dapat membentuk Pokmaswas dengan mengajukan 

permohonan pembentukan Pokmaswas melalui persetujuan dari kepala 

desa/lurah dan/atau camat sesuai dengan alamat, lokasi dan/atau domisili 

di wilayah mereka tinggal, serta memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Persyaratan pembentukan Pokmaswas adalah:

a. Memiliki anggota paling sedikit 10 orang dan menyertakan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) setempat dan berdomisili di wilayah tempat

Pokmaswas akan dibentuk

b. Memiliki Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/

ART) yang paling sedikit memuat:

i. Nama kelompok dan domisili.

ii. Struktur organisasi yang paling sedikit terdiri dari

Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

iii. Rencana kegiatan pengawasan sumber daya kelautan

dan perikanan.

3.6 Kepengurusan Pokmaswas

Pengurus Pokmaswas dipilih oleh para anggota dengan kepengurusan yang 

terdiri dari:

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Bendahara

d. Bidang-bidang sesuai pengawasan yang dilakukan (sifatnya opsional)

Pengurus Pokmaswas wajib untuk melaporkan kegiatan dan 

berkoordinasi dengan pembina Pokmaswas pada lingkup instansi 

daerah yaitu Kepala Dinas yang membidangi sektor kelautan 

dan perikanan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Masa bakti kepengurusan Pokmaswas berlaku selama lima (5) 

tahun terhitung sejak diangkat dan dapat dipilih kembali untuk 

periode berikut berdasarkan musyawarah anggota Pokmaswas.

KELoMPoK MASyARAKAT PEngAwAS (PoKMASwAS)
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Setelah Pokmaswas dikukuhkan, maka kepala dinas 

mengajukan surat permohonan penerbitan Kartu Tanda 

Anggota (KTA) Pokmaswas kepada Direktur Jenderal 

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan-

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilengkapi 

dengan rekapitulasi data anggota Pokmaswas beserta 

kelengkapan kepengurusan Pokmaswas yang telah 

dikukuhkan, yang terdiri dari:

 Q Kartu identitas/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

seluruh anggota Pokmaswas

 Q Pas foto berwarna tiap anggota Pokmaswas, ukuran 

2x3 cm dengan latar belakang merah

 Q Surat Pengukuhan Pokmaswas dari Kepala Dinas

Tata cara pembentukan Pokmaswas

Masyarakat (paling sedikit 10 orang) mengajukan 

permohonan persetujuan dari kepala desa/lurah dan 

atau camat sesuai dengan alamat, lokasi domisili tempat 

tinggal anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai ketua 

Pokmaswas.

Surat persetujuan dari kepala desa/lurah dan/atau camat 

kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan 

pengukuhan Pokmaswas kepada kepala dinas yang 

membidangi sektor kelautan dan perikanan.

Pengukuhan Pokmaswas dilaksanakan oleh kepala dinas 

yang membidangi sektor kelautan dan perikanan.

Jika persyaratan pembentukan Pokmaswas belum 

lengkap, maka kepala dinas yang membidangi sektor 

kelautan dan perikanan meminta kepada masyarakat 

yang mengajukan permohonan untuk melengkapi 

persyaratan pengukuhan.

1

2

3

4

5
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4.1 Tugas dan Fungsi Pokmaswas

04

A

C

B

D

Peran Pokmaswas dalam 

Melindungi Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan

Menginformasikan dan/ atau 

melaporkan dugaan terjadinya 

pelanggaran dan/atau tindak 

pidana di bidang perikanan 

kepada Pengawas Perikanan 

dan/atau aparat penegak hukum 

lainnya yang terdekat.

Apabila tertangkap tangan, maka 

Pokmaswas dapat menangkap pelaku 

pelanggaran di bidang kelautan 

dan perikanan untuk selanjutnya 

diserahkan kepada pengawas 

perikanan dan/atau aparat penegak 

hukum lainnya yang terdekat.

Memantau aktivitas kegiatan usaha 

pemanfaatan dan/atau pengelolaan 

sumber daya kelautan dan perikanan 

di daerah masing-masing.

Dapat diikutsertakan dalam operasi 

pengawasan sumber daya kelautan 

dan perikanan yang dilakukan oleh 

instansi/lembaga pemerintah terkait. 

Pokmaswas bertugas untuk:
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Sedangkan fungsi dari Pokmaswas adalah:

a. Membantu pemantauan kegiatan pemanfaatan

dan/atau pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan yang ada di daerah domisili anggota.

b. Mitra pemerintah dalam menghimbau

masyarakat sekitar dan para pelaku usaha

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

kelautan dan perikanan agar selalu menaati

ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Penghubung koordinasi antara masyarakat dan/

atau para pelaku kegiatan usaha pemanfaatan

dan pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan dengan pemerintah jika terjadi

pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang

kelautan dan perikanan.

d. Membantu pengawasan terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan di bidang

kelautan dan perikanan.
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4.2 Peran Pokmaswas

Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan 

yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui 

sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3M (Melihat/mendengar, Mencatat, 

dan Melaporkan) serta membantu pengawasan wilayah perairan, sumber 

daya kelautan dan perikanan. Peran Pokmaswas adalah sebagai berikut:

1 Sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber daya kelautan dan 

perikanan yang berbasis masyarakat.

2 Sebagai mitra pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan 

sumber daya kelautan dan perikanan, daerah pesisir dan laut, serta 

kawasan konservasi perairan. 

3 Melaporkan tindakan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang 

kelautan dan perikanan.

4 Membantu pemerintah dalam sosialisasi peraturan perundangan-

undangan bidang kelautan dan perikanan serta menjadi contoh yang baik 

bagi masyarakat di sekitarnya.

4.3 Larangan bagi anggota Pokmaswas

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pokmaswas dilarang untuk 

melakukan tindakan sebagai berikut:

 Q Menghakimi tersangka pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana di 

bidang kelautan dan perikanan.

 Q Bertindak sebagai aparat penegak hukum.

Anggota Pokmaswas sedang berdiskusi memetakan potensi pelanggaran di desa. Foto: Guswarman/EDF

PERAn PoKMASwAS DALAM MELInDUngI SUMBER DAyA KELAUTAn DAn PERIKAnAn
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 Q Melakukan operasi pengawasan dan/atau patroli secara mandiri.

 Q Menerapkan aturan yang tidak ada dasar hukumnya.

 Q Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

 Q Memanfaatkan peran sebagai anggota Pokmaswas untuk keuntungan 

dan/atau kepentingan pribadi maupun kelompok.

 Q Membiarkan terjadinya suatu pelanggaran dan/atau tindak pidana di 

bidang kelautan dan perikanan yang terjadi wilayah kerja Pokmaswas 

tanpa ada upaya untuk melaporkannya. 

4.3 Peran Pokmaswas terhadap pembangunan desa

Masyarakat desa dapat merasakan manfaat dari keberadaan dan 

berfungsinya Pokmaswas, karena kelompok ini dapat turut serta membantu 

kelangsungan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi sumber 

penghidupan masyarakat. Selain itu, Pokmaswas juga dapat berperan 

untuk memberikan masukan pada program rencana pembangunan desa 

berdasarkan data-data pengawasan yang dikumpulkan melalui logbook.

Sumber daya kelautan 

dan perikanan

Desa menyusun 

rencana pembangunan 

perbaikan desa 

dengan memanfaatkan 

usulan dan data dari 

Pokmaswas

Pokmaswas 

mengisi logbook

Pokmaswas 

melaporkan logbook 

dan memberi 

usulan kepada desa 

berdasarkan data 

logbook

Pokmaswas menelaah 

hasil dan temuan 

pengawasan

Pokmaswas efektif 

(sosialisasi & 3M)
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Kontribusi Pokmaswas terhadap Pembangunan Desa

Oleh: Cici Anggara1 & Adityo Setiawan2

1 Pengawas Perikanan, staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

2 Manajer Perikanan, EDF di Indonesia

Kalau Anda berkunjung ke laut timur 

Kabupaten Kerawang, jangan lupa 

singgah ke Dusun Pasir Putih, Desa 

Suka Jaya, Kecamatan Cilamaya 

kulon. Di dusun ini terdapat kawasan 

konservasi dan wisata bahari yang 

sudah banyak dikunjungi paling tidak 

1000 pengunjung setiap minggunya.

Siapa perintis dan pengelolanya? 

Adalah Pokmaswas Mina Jaladri, 

kelompok yang didirikan pada tahun 

2003 dan menjadi Pokmaswas 

terbaik se-Provinsi Jawa Barat tahun 

2016. Kelompok ini telah menjalankan berbagai tugas pokok dan fungsi 

pengawasan sebagai Pokmaswas di antaranya: pengawasan IUU Fishing, 

pengawasan budidaya, serta pengawasan pengolahan dan konservasi. 

Pokmaswas Mina Jaladri juga telah melakukan pengawasan lebih dari 300 

alat tangkap terlarang yang telah diamankan.

Dari hasil pengamatan, para anggota Pokmaswas juga menemukan bahwa 

telah terjadi abrasi di Dusun Pasir Putih. Hal ini mendorong mereka untuk 

mulai menanam mangrove. Sampai saat ini, hampir 30 hektar lahan sudah 

ditanami mangrove. Dari lahan tersebut, sudah terbentuk daratan baru 

di mana Pokmaswas Mina Jaladri menjalankan unit usaha wisata bahari 

konservasi mangrove. Dikarenakan animo wisatawan yang cukup tinggi, 

pihak pemerintah desa mulai mengatur pendapatan dari biaya masuk 

sebesar Rp5.000/orang dan biaya parkir Rp5.000/kendaraan melalui 

Peraturan Desa. Sekitar 30% pemasukan dari wisata bahari ini dibagi dengan 

pemerintah desa untuk pembangunan desa.

Di kawasan wisata mangrove ini juga dibuka kedai-kedai pesisir yang 

dijalankan oleh para istri anggota Pokmaswas. Para istri Pokmaswas ini 

banyak menjual hasil olahan rajungan dan olahan mangrove sehingga 

mendatangkan tambahan pemasukan bagi masyarakat di sana.

Dusun Pasir Putih juga dijuluki kampung rajungan berbisik, yang berarti 

rajungan berbasis industri kreatif. Hampir semua kapal penangkap rajungan 

di sepanjang muara menggunakan alat tangkap bubu. Kapal-kapal ini 

biasanya berasal dari Maringgai, Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa 

perikanan rajungan di Kabupaten Karawang erat kaitannya dengan perikanan 

rajungan yang ada di pesisir timur Provinsi Lampung.

15

Tulisan berikut adalah contoh nyata dari kontribusi Pokmaswas terhadap 

pembangunan desa. 

PERAn PoKMASwAS DALAM MELInDUngI SUMBER DAyA KELAUTAn DAn PERIKAnAn
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4.4 Perlindungan Hukum untuk Pokmaswas 

Undang-undang Republik Indonesia memberikan jaminan perlindungan 

kepada anggota Pokmaswas baik secara individu maupun sebagai kelompok 

untuk ikut serta dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan 

perikanan. Perlindungan hukum tersebut antara lain dijamin melalui:

 Q UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 67

 Q UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

 Q PermenKP No. 40 tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 

Pasal 9 dan Pasal 19 ayat (2). 

Untuk memastikan Pokmaswas dapat terlindungi secara hukum dalam 

menjalankan perannya, maka harus dipastikan hal-hal sebagai berikut:

1 Anggota Pokmaswas tercantum dalam Surat Keputusan (SK) 

dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh 

Ditjen PSDKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan 

KTA, upaya perlindungan hukum akan lebih mudah diberikan.

2 Saat melaksanakan monitoring/ pengawasan, disarankan untuk membawa 

surat tugas dari kepala desa yang menyatakan bahwa anggota Pokmaswas 

sedang melaksanakan monitoring. Hal ini penting untuk memastikan kepala 

desa mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Pokmaswas sehingga jika 

terjadi hal yang mengganggu keselamatan anggota Pokmaswas, maka 

kepala desa dan pihak lain dapat mengerahkan atau meminta bantuan. 

3 Jika dalam proses penegakan hukum atau pelaporan suatu kasus yang 

sedang berjalan, anggota Pokmaswas mendapatkan intimidasi dari 

pihak-pihak tertentu maka anggota tersebut dapat melaporkan diri 

kepada salah satu pihak berwenang seperti kepala desa, aparat penegak 

hukum setempat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dinas Perikanan 

Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, SMS gateway 

ataupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdekat.
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Pokmaswas Jaya Bahari melakukan pembersihan limbah di area tepi laut 

Desa Margasari, Kabupaten Lampung Timur.

PERAn PoKMASwAS DALAM MELInDUngI SUMBER DAyA KELAUTAn DAn PERIKAnAn
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5.1 Kepada Siapa Melaporkan

Ketika terjadi pelanggaran dan dugaan 

tindak pidana perikanan, Pokmaswas 

harus melaporkan kepada pihak-pihak 

sebagai berikut:

05
Alur Pelaporan 

oleh Pokmaswas 

Petugas Penegak Hukum:

 Q Penyidik Perikanan, atau

 Q Pengawas Perikanan, atau

 Q Babinkamtibmas atau Babinsa 

terdekat, atau

 Q Satpol-AIRUD atau Polisi terdekat 

(Polsek, Polres, dan Polda)

 Q Pos TNI AL terdekat

Petugas Non Penegak Hukum:

 Q Aparat Desa/ Kelurahan/ 

Kecamatan, atau

 Q Kepala Pelabuhan Perikanan, atau

 Q Petugas Karantina di Pelabuhan
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5.2 Apa yang Dilaporkan dan Ke Mana Melaporkan

Informasi yang perlu dicantumkan dalam laporan

 Q Jenis pelanggaran

 Q Lokasi

 Q Waktu kejadian

 Q Identitas kapal atau pelanggar (jika ada)

 Q Identitas pelapor

SMS ke nomor 0858 888 4171 

Contoh bentuk format SMS pengaduan 

pelanggaran, adalah sebagai berikut:

1 Pesan ditulis dengan menggunakan 

format 1 (angka satu) * (tanda bintang) 

PESAN ANDA

2 Contoh pengiriman info/laporan kejadian 

pelanggaran sebagai berikut:

1* Sebuah perahu warna hijau menggunakan trawl di perairan depan 

Desa Sambungrasa, Lmpg Timur. 30/6/22 jam 14:30 (Abdi,Pkmws 

Buana Jaya,Lmpg)
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Selain pelaporan secara SMS, anggota Pokmaswas juga dapat melaporkan 

dugaan pelanggaran melalui telepon, radio komunikasi, dan tulisan. Nomor-

nomor penting untuk pelaporan pelanggaran di bidang kelautan dan 

perikanan:

No Instansi Nomor Kontak 

1 DKP Provinsi Lampung 0721- 481519 

2 TNI AL Lanal Lampung 0721 - 31208 

3 Ditpolair Polda Lampung 0721 - 472509 

4 UPTD PP Lempasing 081315727776 

5 UPTD PP Lb Maringgai 082371763725 

6 UPTD PP Kota Agung 0722 -7220501 

7 Satker SDKP Pesawaran 08179844007 

8 Diskan Bandar Lampung 0721 - 484531 

9 Diskan Lampung Selatan 081379826363 

10 Diskan Lampung Tengah 0725 - 529898 

11 Diskan Metro 0725 – 41544 

12 Diskan Lampung Timur 0725 - 625029 

13 Diskan Lampung Utara 0724 - 25258 

14 Diskan Way Kanan 08127930190 

15 Diskan Lampung Barat 0728 - 21251 

16 Diskan Pesisir Barat 081324962158 

17 Diskan Tanggamus 0722 – 21853 

18 Diskan Pringsewu 081272099559 

19 Diskan Pesawaran 0721- 95195 

20 Diskan Tulang Bawang 081919481369 

21 Diskan Tuba Barat 085758823027 

22 Diskan Mesuji 082281198449 

23 Forum Komunikasi Pokmaswas Provinsi Lampung 08179808210



ALUR PELAPoRAn oLEh PoKMASwAS 21

Bentuk pelanggaran perikanan

Lokasi pelanggaran

Waktu kejadian

Pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan 

mencatat nomor telepon dan identitas saksi

Kronologi kejadian pelanggaran perikanan

Jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut 

ikan, dan/atau kapal penelitian)

Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor 

lambung, warna kapal)

Kegiatan kapal (menarik jaring, membongkar, dan 

memindahkan ikan, membuang limbah, dan/atau 

menggunakan cara-cara penangkapan yang merusak 

ekosistem)

Data dan informasi lainnya, seperti arah kapal 

Ketika melaporkan pelanggaran dalam bentuk 

tulisan, ada beberapa hal-hal penting yang perlu 

dicantumkan ke dalam laporan, yaitu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1

2

3

Contoh Laporan 

Melalui SMS Gateway 
1*Hari ini Jumat 

1 Januari 2021, 

Pukul 10.00 

ditemukan 5 perahu 

menggunakan 

Bom Ikan dari 

Telukbetung di 

selatan laguna 

gayau perairan Teluk 

Kiluan, Kecamatan 

Kelumbayan, Mereka 

diperkirakan pulang 

Pukul 17.00 (Michael, 

Pokmaswas Dolphin, 

Tanggamus)

10:15

0858 888 4171

Terdapat kata 

kunci “Bom Ikan” 

yang merupakan 

pelanggaran

Informasi posisi 

cukup jelas, yaitu 

“selatan laguna gayau, 

perairan teluk kiluan”

Data pengirim 

jelas “Michael, 

Pokmaswas Dolphin, 

Tanggamus”

Tiga kata kunci yang membuat sms 

di atas segera ditindaklanjuti oleh 

DKP dan KKP adalah:

Informasi tata cara pelaporan melalui whatsapp dan aplikasi Android 

dapat dilihat pada bagian lampiran nomor 11.
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6.1 Tindak Pelanggaran di Bidang Penangkapan Ikan

Beberapa tindak pelanggaran di bidang penangkapan ikan yaitu:

a. Kapal ikan yang melakukan tindakan penangkapan yang ilegal (tidak

berizin dan/atau tidak sesuai dengan izin) dan mengancam keamanan

dan/atau sumber daya kelautan dan perikanan di tempat tersebut.

b. Kegiatan penangkapan ikan yang merusak (pengeboman, penggunaan

bius dan racun, penyetruman) dan/ atau alat tangkap yang dilarang.

c. Kegiatan pemasaran atau tempat dipasarkannya ikan

yang ditangkap dari hasil pengeboman atau penggunaan

bius dan racun yang dapat membahayakan manusia,

lingkungan, serta sumber daya kelautan dan perikanan.

06Tindak Pelanggaran 

yang Menjadi 

Objek Pengawasan 

Pokmaswas
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6.2 Tindak Pelanggaran terkait Spesies Hewan Laut 

Memelihara, menangkap, dan memperjualbelikan spesies hewan laut yang 

dilindungi dan terancam punah merupakan tindak pelanggaran yang dapat 

diancam hukuman penjara. 

Beberapa jenis-jenis spesies yang dilindungi adalah:

Penyu

Dugong atau duyung

Beberapa spesies hiu yaitu 

hiu martil, hiu koboy, hiu 

martil tipis, hiu monyet/

tikus, hiu moro, hiu monas, 

dan hiu lanjaman 

Semua jenis paus

Hiu paus

Semua jenis lumba-lumba

Beberapa jenis pari yaitu 

pari gergaji, pari manta, pari 

lyongbun, pari gitar, dan 

pari kikir

01

04

02

05

03

06

07

1

2

3

4

5

6

7
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6.3 Tindak Pelanggaran di Bidang Sumber Daya Pesisir 

dan Laut

Beberapa tindak pelanggaran di bidang sumber daya pesisir dan laut adalah:

a. Perusakan habitat muara sungai.

b. Perusakan habitat pesisir seperti pantai dan gundukan pasir.

c. Perusakan habitat laut termasuk padang lamun, mangrove dan 

terumbu karang. Contohnya penebangan pohon mangrove, 

pengambilan pasir laut tanpa izin, pengambilan terumbu karang 

untuk bangunan rumah atau konstruksi.

d. Pencemaran laut dengan membuang sampah kegiatan perikanan dan 

zat-zat berbahaya lainnya ke laut.

e. Pemanfaatan atau kegiatan operasi yang tidak sah di tepi pantai dan 

garis pantai.

f. Pencemaran perairan dari limbah industri, sampah, dan limbah kapal.

6.4 Tindak Pelanggaran di Bidang Budidaya Perikanan

Beberapa tindak pelanggaran dan kejahatan di bidang budidaya perikanan 

adalah:

a. Kegiatan budidaya ikan dengan menggunakan obat atau zat yang 

berbahaya yang dapat mencemari perairan dan membahayakan 

kesehatan manusia.

b. Kegiatan budidaya ikan dengan menggunakan cara-cara yang 

berbahaya bagi lingkungan dan manusia.

6.5 Tindak Pelanggaran di Bidang Pengolahan, Pengangkutan, 

dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Beberapa tindak pelanggaran di bidang pengolahan perikanan adalah:

a. Penggunaan zat-zat pengawet berbahaya seperti boraks, formalin,

dan sebagainya untuk mengawetkan produk-produk perikanan.

b. Penambahan bahan tambahan yang dilarang pada hasil perikanan

seperti pewarna bukan untuk makanan dan lain-lain.
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Pokmaswas Wisata Bahari di Lampung

Oleh: Cici Anggara1

1 Pengawas Perikanan, staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Salah satu tugas pokok dan fungsi Pokmaswas adalah melakukan pengawasan 

sumber daya kelautan yaitu di kawasan wisata bahari. Pengawasan yang dilakukan 

Pokmaswas adalah pemantauan dampak kegiatan wisata sekiranya ada aktivitas 

pemanfaatan ruang laut, dampak pencemaran, dan perusakan ekosistem pesisir dan 

laut. Pokmaswas harus aktif memberikan informasi kepada pembina Pokmaswas 

ketika menemukan pelanggaran yang terjadi melalui laporan berbasiskan aplikasi 

WhatsApp dan aplikasi Android yang langsung diterima oleh Dirjen PSDKP KKP RI. 

Urgensi pengawasan wisata bahari oleh Pokmaswas menjadi sangat penting 

karena berfungsi sebagai sumber informasi pertama yang valid ketika pertama 

kali terjadi pelanggaran di lapangan. Keberadaan Pokmaswas yang bergerak di 

sektor wisata bahari akan membantu pemerintah mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainable development) dari berbagai sektor. Pokmaswas akan 

menjadi mata pemerintah dalam menjaga lingkungan di kawasan wisata bahari.

Pokmaswas Benteng Bahari salah satu Pokmaswas di Provinsi Lampung yang aktif melakukan 

pengawasan di Wisata Bahari di desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten 

Pesawaran yang didirikan pada tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Desa Durian Nomor 12 Tahun 2020 dengan jumlah anggota 10 orang 

yang berasal dari berbagai latar belakang profesi di antaranya dari perwakilan Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) nelayan tangkap, perwakilan dari Poklahsar (Kelompok 

Pengolah dan Pemasar), perwakilan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), tokoh 

masyarakat, dan tokoh pemuda.

Tugas pemantauan yang dilakukan oleh Pokmaswas Benteng Bahari 

telah menerapkan peran Pokmaswas sebagai mitra pengawas perikanan yang 

melakukan tugas pengawasan sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber 

daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Pemerintah desa 

melihat perlu adanya kegiatan kelompok yang bisa menyatukan dan 

membangun kemandirian dari Pokmaswas, sehingga beberapa bulan 

kemudian Pokmaswas Benteng Bahari diundang kepala desa untuk bekerja 

sama mengelola kawasan wisata bahari. 

Pemerintah Desa Durian melihat potensi dan kekuatan pada Pokmaswas ini 

sebagai mitra pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Di sisi lain, pemerintah desa juga 

sadar bahwa desanya memiliki potensi pengembangan kawasan wisata bahari. 

Sinergisitas Pokmaswas dengan pemerintah desa inilah yang kemudian 

dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk membangun kerja sama pengelolaan 

wisata bahari. Melalui keputusan desa Pokmaswas Benteng Bahari ditunjuk 

sebagai pengelola wisata bahari PP Durian.
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Dianugerahi sebagai desa terbaik tahun 2021 tingkat Provinsi Lampung, Desa Durian 

menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangannya. Pada tahun 2021, Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran telah membangun dermaga labuh di lokasi ini. Selain itu, Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP RI juga memberikan bantuan di antaranya satu 

unit Kapal wisata mesin 15 pk, satu unit Linnart, delapan unit Kios kuliner, satu unit 

pusat informasi, satu unit bangunan MCK, dan perlengkapan snorkeling sebanyak 9 unit.

Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melalui Bidang Pengawasan 

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mendukung penguatan kelembagaan dan fungsi 

Pokmaswas Benteng Bahari. Kegiatan penguatan tersebut antara lain Bimbingan Teknis 

Tata Cara Pelaporan Berbasiskan aplikasi WhatsApp dan Android serta pemberian rompi 

Pokmaswas sebanyak 10 buah sebagai bentuk identitas Pokmaswas dalam melakukan 

kegiatan. Ke depan, perwakilan kelompok ini direncanakan akan diikutsertakan pelatihan 

selam yang akan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Lampung.

Berkunjung ke wisata bahari Durian tidak dikenakan biaya masuk. Hanya membayar 

jasa parkir kepada Pokmaswas yaitu Rp 10.000/sepeda motor dan Rp 20.000/berbagai 

jenis mobil (minibus/bus). Wisatawan yang datang akan ditawarkan berbagai macam 

kegiatan wisata oleh Pokmaswas Benteng Bahari seperti pergi ke Pulau Pahawang, 

Pulau Andreas, permainan anak-anak hingga tempat untuk melakukan pertemuan dan 

spot-spot untuk swafoto. Selain itu, para anggota Pokmaswas aktif memberikan edukasi 

bagaimana menjaga lingkungan sumber daya laut dan pesisir kepada pengunjung.

Pengelolaan wisata bahari yang dilakukan oleh Pokmaswas ini telah berdampak kepada 

pembangunan desa dan menambah pendapatan bagi anggota Pokmaswas. Hal ini 

tercermin dari jumlah uang kas Pokmaswas yang sampai dengan hari ini sebanyak tujuh 

juta rupiah. Bentuk kerja sama pengelolaan wisata bahari ini dituangkan ke dalam MoU 

antara Pokmaswas dan BUMDes dengan kesepakatan pengelolaan sewa-sewa tempat 

dan penyewaan wahana permainan. Skema pembagian keuntungan dari kegiatan 

pengelolaan wisata bahari adalah: pendapatan dari parkir murni menjadi penghasil 

Pokmaswas sedangkan yang lainnya terbagi menjadi 5% BPD, 5% ke pemerintah 

desa, 20% dana sosial, dan selebihnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BUKU SAKU PoKMASwAS27

Pembinaan Pokmaswas di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran 
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Lampiran
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2 Poster bom ikan

3 Dampak buruk bom ikan

4 Sanksi destructive fishing

5 Pemanfaatan ruang laut

6 Kawasan konservasi

7 Ciri ikan segar

8 Jenis ikan dilindungi

9 Formulir pengaduan

10 Logbook Pokmaswas
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KOP ORGANISASI        Model B 
 

LAPORAN KEJADIAN 
No. : .................................... 

PELAPOR   : 
1.  Nama   : ………………………………………………… 
2. Tempat / tanggal lahir : ………………………………………………… 
3. Umur/Jenis Kelamin  : …………Tahun,laki-laki/perempuan................ 
4. Agama   : ……………………………………………….... 
5. Kewarganegaraan : ............................................................................ 
6. Pekerjaan  :............................................................................. 
7. Alamat   :............................................................................. 
8. Telp / HP / Fax /E-mail :............................................................................. 
 
PERISTIWA YANG DILAPORKAN : 
1. Waktu Kejadian  : Hari .............. Tanggal .............tahun .........jam :.......... 
2. Tempat Kejadian  : ....................................................................................... 
3. Apa Yang Terjadi : ..................................................Melanggar Pasal .............................. 
       UU. No.  Tahun...................tentang................................. 
4. Palaku/ Tersangka  : Nama :...............,Tempat/Tgl lahir :............,Jenis Kelamin:..... 
       Agama : ..........  , Kewarganegaraan :.............,Pekerjaan :........ 
       Alamat Tempat Tingelp/Hp/Fax/E-mail :................................. 
5. Modus Operandi  : ...................................................................................... 
6. Saksi – saksi   : ...................................................................................... 
7. Barang Bukti  : ...................................................................................... 
 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN : 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
.Pelapor atau pengadu  membenarkan keterangannya dan menandatangani dibawah ini. 
        

PELAPOR 
         
 
 
 
TINDAKAN YANG DILAKUKAN : 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
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